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PUTUSAN
Nomor 296/Pdt.G/2023/MS.Str
an ) e N A a
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IYAH SIMPANG TIGA REDELONG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Hakim telah

memutus perkara cerai gugat antara:

XXXXXXX, NIK XXXXXXX, umur 48 tahun, agama lIslam, pendidikan
terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat
tinggal di Kampung XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX,
Kabupaten Bener Meriah. Domisili elektronik
XXXXXXX@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;
melawan
XXXXXXX, NIK 1117012712730002, umur 49 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat
tinggal di Dusun XXXXXXX, Kampung XXXXXXX,
Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah.
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
Mahkamah Syar’iyah tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan;
Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Oktober 2023
yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong
dengan Nomor 296/Pdt.G/2023/MS.Str pada tanggal 9 Oktober 2023, telah
mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 1997, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Aceh
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Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
XXXXXXX, tertanggal 31 Januari 1997;

2. Bahwa saat menikah tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat
berstatus jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah kediaman bersama yang berada di Kampung XXXXXXX Kecamatan
XXXXXXX Kabupaten Bener Meriah dan sudah di karuniai 5 (lima) orang
anak yang masing-masing bernama :

XXXXXX, usia 24 tahun (saat ini tinggal bersama suaminya );

Almh. XXXXXX usia 23 tahun;

XXXXXXX, usia 16 tahun (saat ini dalam Pengasuhan Penggugat);

XXXXXXX, usia 7 tahun (saat ini dalam pengasuhan Penggugat);

XXXXXXX, usia 5 tahun (saat ini dalam pengasuhan Penggugat);

4. Bahwa sejak Januari 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

o &~ D PRE

mulai sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak

harmonis lagi sampai saat ini yang disebabkan karena :

1. Bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, bahkan Tergugat
sudah menikah lagi dengan wanita selingkuhannya, tanpa izin dan
sepengetahuan Penggugat, sehingga Tergugat sudah tidak perduli lagi
dengan keadaan Penggugat dan anak-anak dirumah;

2. Bahwa Tergugat telah mengucapkan talak kepada Penggugat pada
bulan Maret 2021, hingga sejak itu juga Tergugat tidak lagi
melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memenuhi
nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

3. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga,
bahkan Penggugat sering mengambil uang bank hanya untuk memodali
Tergugat, akan tetapi uang tersebut habis tanpa keterangan yang jelas
dan tidak membuahkan hasil yang baik;

5. Bahwa, puncak terjadinya perselisahan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat yaitu pada tahun 2021, pada saat itu Tergugat
akan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, kemudian
Tergugatdengan cara emosi mengucapkan cerai talak kepada Penggugat.
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sejak saat itu Penggugat langsung pergi dari rumah dan tidak hidup
bersama lagi sampai saat ini;

6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi tersebut,
Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dan didamaikan oleh pihak
keluarga dan Aparatur Kampung untuk mencari penyelesaian dan demi
menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan
hasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah
tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan
tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena
perceraian;

8. Bahwa oleh karena 5 (lima) anak dari hasil perkawinan Penggugat dan
Tergugat dan yang 3 (tiga) orang anak masih di bawah umur maka
Penggugat mohon untuk 3 orang anak yang bernama XXXXXXX, usia 16
tahun. XXXXXXX, usia 7 tahun, dan XXXXXXX, usia 5 tahun. untuk
ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan)
atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di
atas;

9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan
biaya pemeliharaan Rp. 1.200.000 , biaya pendidikan Rp. 1.500.000 dan
kesehatan Rp. 500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya
per bulan untuk 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp. 3.200.000 (tiga juta dua
ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat
dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan
yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai
anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai
dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan
kesehatan;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon
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kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong kiranya
berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan
sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap
Penggugat (XXXXXXX);

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang
bernama

1. XXXXXXX, lahir tanggal 06 Mei 2007;

2. XXXXXXX, lahir tanggal 01 Mei 2016;

3. XXXXXXX, lahir tanggal 03 Agustus 2018;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi
ketiga anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah)
anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah
Rp.3.200.000 ( Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah ) setiap bulan yang
diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan
sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima)
sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya
pendidikan dan kesehatan;

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo
et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara telah mengajukan
surat izin perceraian dari instansi yang berwenang dan telah menyerahkan

kepada Hakim di persidangan;
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Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Hakim telah mewajibkan
para pihak untuk menempuh proses mediasai dan untuk kepentingan itu, Hakim
telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna
memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Mahkamah
Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau mediator dari luar Pengadilan.
Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Hakim untuk
menentukan mediator tersebut, maka Hakim menunjuk mediator yang bernama
Mhd Syukri Adly, S.H.l., M.A. dan hasil dari laporan mediator tersebut
dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa disamping upaya damai melalui proses mediasi, Hakim selama
persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar
rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap
ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat
gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat
tanpa ada perubahan;

Bahwa Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama dan saat
pelaksanaan mediasi dan tidak pernah hadir pada persidangan berikutnya
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula mengutus
wakilnya yang sah untuk itu, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan di
luar hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

[. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXX atas nama
Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah,
tanggal 16 Mei 2012. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan
telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan
diberi kode (P-1);

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor XXXXXXX atas nama
Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah pada KUA XXXXXXX, Kabupaten Aceh Tengah Provinsi
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Aceh, tanggal 30 Januari 1997. Alat bukti surat tersebut telah
di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim
telah diparaf dan diberi kode (P-2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXX yang dikeluarkan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener
Meriah tanggal 31 Desember 2010. Alat bukti surat tersebut telah
di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim
telah diparaf dan diberi kode (P-3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXX yang dikeluarkan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener
Meriah tanggal 27 Januari 2018. Alat bukti surat tersebut telah
di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim
telah diparaf dan diberi kode (P-3);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXX yang dikeluarkan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener
Meriah tanggal 26 Agustus 2019. Alat bukti surat tersebut telah
di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim
telah diparaf dan diberi kode (P-3)

[I. Bukti Saksi

1. XXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -,
tempat tinggal di Kampung XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX,
Kabupaten Bener Meriah. Saksi telah memberikan keterangan di bawah
sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah
suami isteri;

- Bahwa saksi adalah tetangga/ Reje Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung
XXXXXXX;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, mereka

sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
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- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
pada awalnya rukun-rukun saja, hamun saat ini rumah tangga mereka
sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran
mereka, saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka ketika
dilakukannya mediasi di Kantor Desa,;

- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena tidak ada kecocokan lagi,
sudah tidak sejalan dalam pemikiran;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah
sejak 3 (tiga) tahun lalu;

- Bahwa yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama adalah
Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh
keluarga, aparat kampung dan Imam Kampung setempat, tapi tidak
berhasil merukunkan mereka kembali;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini ada yang tinggal dengan
Penggugat dan ada juga dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya;

- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun
psikis terhadap anak, justru Penggugat sangat menyayangi anaknya;

- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan kriminal, sikapnya
baik-baik saja selama ini;

- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai petani;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

2. XXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Petani, bertempat tinggal di Kampung XXXXXXX, Kecamatan

XXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah. Saksi telah memberikan

keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami
isteri;

- Bahwa saksi adalah tetangga/ petue Penggugat;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung
XXXXXXX;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, mereka

sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
pada awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini rumah tangga mereka

sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran
mereka, saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka Kketika

dilakukannya mediasi di Kantor Desa;

- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena tidak ada kecocokan lagi,

sudah tidak sejalan dalam pemikiran;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak
3 (tiga) tahun lalu;

- Bahwa yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama adalah
Penggugat dan saat ini Penggugat menyewa rumah di Kampung

Lampahan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh
keluarga, aparat kampung dan Imam Kampung setempat, tapi tidak
berhasil merukunkan mereka kembali;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang kedua dengan Tergugat
sedangkan yang nomor tiga sampai nomor lima tinggal bersama
Penggugat;

- Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya;

- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun

psikis terhadap anak, justru Penggugat sangat menyayangi anaknya;

- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan kriminal, sikapnya

baik-baik saja selama ini;

- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai petani;

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan
mengajukan bukti lainnya

Bahwa anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama
XXXXXXX telah memberikan keterangan di persidangan tanggal 12 Desember
2023 dan menyatakan untuk berada di bawah asuhan Penggugat sebagai Ibu
Kandungnya

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan
yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam
surat gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk
kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang
perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Hakim
dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan
antara orang-orang Yyang beragama islam dan perkawinannya dahulu
menggunakan cara-cara agama Islam, dengan demikian perkara ini menjadi
wewenang Peradilan Agama/Mahkamah Syar’iiyah sebagaimana yang
tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat
domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah
Simpang Tiga Redelong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima,
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memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan surat Nomor
873.4/245/BKPP/2023 atas nama Penggugat. Surat tersebut merupakan izin
percerian dari instansi yang berwenang, dikeluarkan pada 11 Desember 2023
oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bener
Meriah;

Menimbang, bahwa Aparatur Sipil Negara yang hendak bercerai
diharuskan memiliki surat izin perceraian dari instansi yang berwenang, maka
surat yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang lzin Perkawinan dan Perceraian
Bagi Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan Surat Edaran Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor K 26-3/V/18-2/99 tanggal 25 September 2001
tentang Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin, Pengajuan Keberatan
Kepada BAPEK, dan Izin Perkawinan dan Penailaian Pelaksanaan Pekerjaan,
sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan
selama proses persidangan tersebut, Hakim telah memberikan kesempatan
yang sama kepada kedua belah pihak dalam menyampaikan dalil-dalil maupun
pembuktian untuk memperkuat dalil masing-masing;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif didalamnya mengenai
perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, oleh karena itu kedua belah
pihak telah menjalankan proses mediasi dengan mediator yang bernama Mhd
Syukri Adly, S.H.l., M.A. Adapun berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut,
dinyatakan hasil mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, meskipun telah diupayakan proses mediasi, namun
berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim tetap
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berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar
dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat
tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses
persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir pada sidang sebelum
mediasi dan tidak pernah lagi hadir pada persidangan berikutnya, sehingga
pemeriksaan perkara dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan
Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat
adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Penggugat ingin
bercerai dengan Tergugat karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran
yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena
alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka keadaan
rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut harus
memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak
harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan
dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk
rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut
merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah
di-nazagelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal
3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta
Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal
Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan
keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah
menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau
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adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan

ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai

kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2)

RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari

kriteria-kriteria tersebut Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah
memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg,
saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan
dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber
pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling
bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan,
Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat
materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 5
(lima) orang anak;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis namun saat
ini sangat sering berselisih dan bertengkar;

3. Bahwa para saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat
bertengkar, namun kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan
Tergugat sudah sering didamaikan;

4. Bahwa kedua saksi menerangakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah
berpisah selama 3 (tiga) tahun;

5. Bahwa Penggugat adalah orang yang dikenal baik dan tidak pernah
menelantarkan atau dicabut hak asuh dari anak-anaknya;

6. Bahwa kedua saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai petani namun
tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalii dari Penggugat dan

berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian
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yang terjadi selama persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan
Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu
Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, terbukti bahwa Penggugat
merupakan penduduk Kabupaten Bener Meriah dan berdomisili di daerah
tersebut, hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat berhak mengajukan
gugatannya ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti
surat berupa kutipan akta nikah, dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat
dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Januari 1997.
Dengan adanya fakta tersebut, Penggugat sebagai isteri memiliki hak untuk
mengajukan perceraian ini ke Mahkamah Syar'iyah (persona standi in judicio)
sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang
diajukan oleh Penggugat sebagai isteri, Hakim berpendapat bahwa perceraian
merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan
pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan
terpaksa, dengan memenuhi berbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah
membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali
apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal
19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 116
Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak ada yang melihat pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, namun kedua saksi terlibat
aktif di dalam beberapa proses mediasi yang dilaksanakan antara Penggugat
dan Tergugat yang menunjukkan adanya perselisihan antara Penggugat dan
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Tergugat. Selain itu, kedua saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dan
Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun, hal ini dapat
dikualifikasikan sebagai bukti adanya perselisihan antara Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur
rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri,
oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk
penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar
suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga
bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Hakim menilai bahwa
dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi
yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan isteri
tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila
dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022
dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret
1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa
berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama,
salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan
pihak Ilain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk
menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah
tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu
pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm), maka
hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut
dihilangkan, Terkait hal tersebut Hakim sependapat dengan pendapat ahli
hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalag, Juz 1, halama
83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:
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Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah
dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat
perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab
dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri
dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan
dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan
rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang
diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan
perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa
menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan
kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari
kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah figh yang

berbunyi sebagai berikut:

claddl Gl Ao adie auldall ¢ o

Artinya: Menolak  kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan
(diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu
rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta
mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (mafsadah yang
lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang
salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat
dipertimbangkan untuk dikabulkan. Dengan demikian untuk kemaslahatan
Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian dinilai Hakim sebagai pilihan

yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah
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dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk
dikabulkanya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat
yang diajukan oleh isteri ke Mahkamah Syar'iyah, maka dengan
pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menjatuhkan talak satu bain
shughra dari Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX), dimana
perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh
Mahkamah, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum
Islam.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli
Hukum Islam Assayid Sabig, dalam kitabnya Figh As-Sunah, Jilid Il, halaman
248 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan
sebagai berikut:

a) 93 dza ey Lae 1Y) S G})'S\ ol o) gl Aa g3l A ol ol W) e caid 134
AL Al Lealha Lagin 73l e (ol Jae g Lagllial (5 plal)
Artinya: “Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan
keterangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami,
sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk
melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa
didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain. (Figih
Sunnah Il hal. 248.”);
Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa terkait tuntutan hadhanah dari Penggugat, Hakim
akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, Penggugat mendalilkan 5 (lima) orang anak dari hasil
perkawinan dengan Tergugat dan memerlukan kasih sayang serta perhatian
dari Penggugat. Namun dalam perkara ini Penggugat hanya menuntut hak asuh
terhadap anak yang masih berada di bawah umur, sehingga Penggugat
meminta untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhanah ketiga anaknya
tersebut;
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Menimbang, berdasarkan bukti P.3 berupaka Kutipan Akte Kelahiran
atas nama XXXXXXX, diketahui bahwa anak tersebut merupakan anak dari
pasangan Penggugat dan Tergugat. Anak tersebut saat ini sudah berusia 16
tahun. Oleh karena itu, sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, anak di atas
usia 12 tahun sudah tergolong anak yang mumayyiz dan berhak memilih untuk
berada di bawah pengasuhan orang tua mana yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, anak
bernama XXXXXXX telah memberikan keterangan di persidangan dan
menyatakan ingin berada di bawah asuhan Penggugat sebagai Ibu
Kandungnya;

Menimbang, berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa Akte Kelahiran dan
keterangan dua orang saksi, Penggugat dan Tergugat juga telah dikaruniai
anak yang bernama XXXXXXX dan XXXXXXX. Anak tersebut sampai dengan
sekarang masih berumur lebih kurang 7 dan 5 tahun dan saat ini kedua anak
tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat, namun demi kepastiaan
hukum Penggugat mengajukan hak hadhanabh ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang anak membutuhkan kasih
sayang dari kedua orang tuanya, seorang anak mempunyai hak mendapatkan
kasih sayang, perhatian, pendidikan dari kedua orang tuanya. Namun apabila
kedua orang tuanya berpisah, tentu saja hal ini menimbulkan problem bagi
seorang anak, karena tentu saja kedua orang tuanya tidak akan memiliki
banyak waktu untuk bersama-sama membesarkan buah hati mereka. Hal ini
salah satu efek negatif perceraian yaitu anak yang menjadi korban;

Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak (hadhanah) ini, Pasal 156
Kompilasi Hukum Islam menggariskan bahwa anak yang belum mumayyiz
berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Namun demikian, Hakim pun turut
memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 110 K/AG/2007,
tanggal 13 November 2007 yang memiliki kaidah hukum bahwa Pertimbangan
utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan
dan kepentingan si anak, dan bukan semata-mata yang secara normatif paling

berhak. Oleh karena itu Hakim dalam penentuan siapa yang berhak
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mendapatkan hak hadhanah ini akan mendalami, di bawah hadhanah siapa si
anak mendapatkan kemashalahatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim menemukan fakta bahwa
sesuai dengan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh kedua saksi yang
dihadirkan bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya, diketahui
sebagai orang yang baik dan tidak pernah terlibat tindakan asusila atau
memiliki masalah hukum, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan sikap
yang demikian sebagai dasar penentuan kemaslahatan terbaik bagi anak untuk
berada di bawah asuhan salah satu orang tua kandungnya. Oleh karena itu
Hakim berpendapat bahwa untuk kemaslahatan terbaik anak, permohonan
Penggugat mengenai hak asuh terhadap anak yang bernama XXXXXXX dan
XXXXXXX patut untuk dikabulkan;

Bahwa walaupun Tergugat sebagai Ayah Kandungnya tidak
mendapatkan hak hadhanah tapi Tergugat tetap memiliki kewajiban untuk
memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anaknya tersebut. Sehingga
Penggugat sebagai pemegang hak  hadhanah  dilarang  untuk
menghalang-halangi atau melarang untuk bertemu dengan anaknya tersebut.
Apabila Penggugat secara nyata menghalang-halangi atau melarang Tergugat
untuk menemui anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk
mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah. Ketentuan tersebut telah
sesuai dengan Point 4 (empat) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1
Tahun 2017;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Tergugat harus tetap bertanggungjawab terhadap
tumbung kembang anak, hal tersebut sudah digariskan pada Pasal 41 huruf (b)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo 156 huruf (d)
Kompilasi Hukum Islam yang pada intiya menyatakan “semua biaya hadhanah
dan nafkah anak menjadi tanggunh jawab ayah menurut kemampuan nya,
sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri
(21 tahun);

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan dua
orang saksi yang menerangkan mengetahui pekerjaan Tergugat sebagai
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petani, namun tidak mengetahui penghasilan Tergugat setiap bulannya. Hal ini

tidak dapat dijadikan acuan dalam menentukan besaran nafkah anak yang

dituntut oleh Penggugat. Namun walaupun demikian, membebaskan Tergugat
dari kewajibannya sama sekali juga tidak etis dan bertentangan dengan
nilai-nilai kepatutan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
tersebut, Hakim menilai bahwa secara ex officio Hakim dapat menetapkan
kewajiban Tergugat akibat perceraian yakni memberikan nafkah bagi
anak-anaknya, terutama yang tidak berada di bawah pengasuhan suami;

e Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat telah telah
mengajukan gugatan hak asuh terhadap anak yang bernama XXXXXXX,
XXXXXXX dan XXXXXXX;

e Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat secara de facto dibawah
asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

o Bahwa kewajiban memberikan nafkah anak tersebut didasarkan karena
anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mampu menghidupi dirinya
sendiri, sedangkan tanggung jawab orang tua terutama ayahnya masih
melekat meskipun telah bercerai dengan ibunya, maka sesuai dengan
ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d)
Kompilasi Hukum Islam, biaya hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan anak)
ditanggung oleh ayah anak tersebut yang besarannya disesuaikan dengan
kelayakan hidup anak dan kemampuan Tergugat sampai anak tersebut
dewasa atau berumur 21 tahun;

e Bahwa dalam pasal 28 huruf (b) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 41
huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan
Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah
ditegaskan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan biaya
penghidupan dari orangtuanya, orangtua yang dimaksud adalah ayah,

sebagaimana konsep hak asasi manusia, hak atas nafkah merupakan hak
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dasar yang sudah seharusnya dipenuhi oleh pihak yang memiliki kewajiban
untuk memenuhinya tersebut, yaitu ayahnya;

e Bahwa meskipun Penggugat tidak berhasil membuktikan mengenai
gugatan nafkah anak, namun Hakim secara ex-officio dapat membebankan
suami untuk memberikan nafkah anak yang diasuh oleh istrinya
sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun
2016 Rumusan Kamar Agama Angka (5);

e Bahwa di dalam menentukan besaran nafkah Anak, hakim akan
mempertimbangkan keadilan, kepatutan, kelayakan dan kebutuhan yang
seimbang antara anak dengan kemampuan ayahnya sebagaimana maksud
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;

e Bahwa dalam penetapan besaran nafkah anak, Hakim akan
mempertimbangkan faktor kelayakan hidup anak. Bahwa pada dasarnya
kebutuhan pokok seorang anak ialah makan, minum, pakaian dan
kebutuhan penunjang lain seperti jajan anak setiap harinya. Apabila
dirata-ratakan, Hakim berpendapat bahwa Pemohon layak memberikan
nafkah untuk 1 (satu) orang anaknya tersebut setiap bulannya sebesar
nominal yang akan sebutkan dalam diktum amar putusan ini disamping
kebutuhan pendidikan dan kesehatan, dengan kata lain apabila anak
tersebut sakit sehingga butuh biaya pengobatan atau anak tersebut butuh
biaya sekolah, maka menjadi kewajiban orang tuanya untuk membiayai itu
semua diluar uang nominal yang ditetapkan Hakim tersebut, tentunya
sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau dikongkritkan sampai anak
tersebut berumur 21 tahun;

Bahwa kebutuhan seorang anak dari tahun ketahun pastinya akan terus
mengalami kenaikan, disamping itu juga adakalanya setiap tahunnya terjadi
inflasi, maka pembebanan nafkah anak ini pun harus menyesuaikan dengan
kenaikan kebutuhan anak dari tahun ketahun. Oleh karena itu Hakim
berpendapat bahwa nominal tersebut perlu ada kenaikan setiap tahunnya
sebesar 10 persen dari total nafkah yang akan Hakim sebutkan dalam diktum
amar putusan ini. Ketetapan ini telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran
Mahkamah Agung Rl Nomor 3 Tahun 2015;
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Menimbang, bahwa menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan
kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar
putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta
dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXX) terhadap
Penggugat (XXXXXXX);

3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama: (1) XXXXXXX, (2) XXXXXXX,
dan (3) XXXXXXX berada di bawah asuhan Penggugat sebagai Ibu
Kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk
mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah setiap anak tersebut
sejumlah Rp400.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga
total untuk ketiga anak adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu
rupiah) di luar biaya Pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut
dewasa atau berumur 21 tahun, dengan penambahan 10 (sepuluh) persen
setiap tahunnya sebagai efek fluktuasi nilai mata uang;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah
Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu, 13 Desember 2023 Masehi
bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh Zahrul Bawady,
Lc. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan lIzin Dispensasi Sidang Dengan Hakim
Tunggal Nomor 135/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018, putusan
tersebut diucapkan pada hari Kamis, 14 Desember 2023 Masehi bertepatan
dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk
umum dengan dibantu oleh Lisa Astarina, S.H.l. sebagai Panitera Pengganti,

serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;
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Panitera Pengganti, Hakim,

Lisa Astarina, S.H.I. Zahrul Bawady, Lc.

Rincian Biaya perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama : Rp. 20.000,00
c. Redaksi : Rp. 10.000,00

Proses : Rp. 50.000,00
Panggilan . Rp. 400.000,00
Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 520.000,00
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